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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara
wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil,
transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan
adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat
juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat

sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun
2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk
melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan
kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan
pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan
dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo sebagai salah satu
penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan
survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap
pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB
No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat.
Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif
atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan

komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan
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bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan

sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya

pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka

sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik.

1.3Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat,

terhadap mutu dan kualitas pelayanan perizinan yang telah diberikan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1:

Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyelenggara pelayanan;

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik;

Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1.

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik;

Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik secara periodik;

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut
yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;



5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.



BAB I

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara online pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dengan membentuk
tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purworejo adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarkan kepada
pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur
pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang
ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purworejo yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan
yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biayal tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara
dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan

adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan



yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap
spesifikasi jenis pelayanan.

. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang
harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
pengalaman

. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam
memberikan pelayanan.

. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan,
saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan
dan tindak lanjut.

. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai
sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala
sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
(usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan pada website Si Ida.

Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima

layanan secara online. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian

sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu

1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama

6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Jumliah
Kegiatan Waktu Pelaksanaan
Hari Kerja

Persiapan Juli 2025 8
Pengumpulan Data Juli — November 2025 150
Pengolahan Data dan Analisis November 2025 10
Hasil

Penyusunan dan Pelaporan Hasil Desember 2025 15



2.5Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi
penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima
layanan Tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu
satu tahun adalah sebanyak 1870 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak
dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel
dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum
sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 317

orang.

Populasi(N) A Sampel (n) Populasi(N)| Sampel(n) |Populasi(N)| Sampel(n)
10 10 220 140 1200 291
15 14 230 144 1300 297
20 19 240 148 1400 302
25 24 250 152 1500 306
30 28 260 155 1600 310
35 - 270 159 . A - M.
40 36 280 162 - 1800 317
45 40 290 165 k. i 20
50 44 300 169 2000 322
55 48 320 175 2200 327
60 52 340 181 2400 N
65 56 360 186 2600 335
70 59 380 191 2800 338
75 63 400 196 3000 341
80 66 420 201 3500 346
85 70 440 205 4000 351
90 73 460 210 4500 354
95 76 480 214 5000 357
100 80 500 217 6000 361
110 86 550 226 7000 364
120 92 600 234 8000 367
130 97 650 242 9000 368




BAB Il

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1Jumlah Responden SKM
Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan
yang diperoleh yaitu 109 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No gttt INDIKATOR JUMLAH el
STIK ASE
1 JENIS LAKI-LAKI 64 59%
KELAMIN
PEREMPUAN 45 41%
2z PENDIDIKAN | SD/SMP 0 0%
SLTA 51 47%
DIl 17 16%
Sl 28 26%
S2/83 13 12%
3 PEKERJAAN | PNS 2 2%
TNI 0 0%
POLRI 0 0%
SWASTA 15 14%
PELAJAR/ 49 45%
MAHASISWA
WIRASWASTA 8 7%
LAINNYA 35 32%
4 JENIS LAYANAN 18 17%
LAYANAN PERIZINAN
LAYANAN NON 91 83%
PERIZINAN




1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan
diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan

IKM perunsur 383 382 380 384 384 391 395 393 383

Kategori A A A A B A A A A
IKM Unit

96,44 (A atau Sangat Baik)
Layanan

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur
SKM per Unsur pada DPMPTSP Kabupaten Purworejo

Semester || Tahun 2025




BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

ik

2.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,80. Selanjutnya Prosedur
layanan yang mendapatkan nilai 3,82 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga
Persyaratan termasuk unsur terendah ketiga yaitu 3,83.

Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Perilaku
Pelaksanaan mendapatkan nilai tertinggi 3,95 dari unsur layanan, dan
Penanganan Pengaduan mendapat nilai 3,93 serta Kompetensi Pelaksanan

mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,91.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui

berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi

perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu

sebagai berikut :

Pelayanan untuk izin penelitian di kabupaten Purworejo saat ini sudah berbasis
online, sangat memudah, dan bisa memantau secara online.Perlu adanya
sosialisi kepada masyarakat baik di wilayah kabupaten Purworejo maupun dari
luar.Terimakasih. (58395).

Jangka waktu pengajuan sampai di proses di persingkat jadi tidak lama
menunggu. (58167).

Output surat bisa digital melalui email (softcopy). Supaya perizinan
administratif ke tempat tempat terkait bisa segera dilakukan melalui pesan
digital. (58156).

Pelayanan bagus, ramah dan baik.Saran: untuk mempermudahkan pengisian
untuk orang awam yang belom pernah meminta pengurusan ijin sertakan video
cara pengisianya. (58144).

Pelayanan perizinan online ini sudah baik, dan mempermudah masyarakat
dalam mendapatkan surat perizinan. saran saya untuk lebih mengoptimalkan

pelayanan perizinan online ini untuk meningkatkan efisiensi. (57827).



Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan
sebagai berikut :

e Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat.
Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum
banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung
datang ke lokasi layanan.

e Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service
excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas
yang berprestasi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik
maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil
analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut

perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum
Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 13
Februari 2025 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak
lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka
menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari
24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Penanggung

Jawab

1 Sarana 1.1 Koordinasi v Sekretariat

Prasarana dengan OPD DPMPTSP dan
teknis yang DINKOMINFOS
menangani terkait TASANDI
jaringan website
Si lda

2  Persyaratan 2.1  Sosialisasi V  Sekretariat

Pelayanan SP/SOP kepada DPMPTSP
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pengguna

layanan

2.2 SP/SOP v Sekretariat
disediakan di DPMPTSP
meja masing-

masing gerai

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau
melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik
diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei
dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan
yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta
melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara
kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat
kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purworejo dapat dilihat melalui grafik berikut :

Nilai SKM DPMPTSP Kabupaten Purworejo
Tahun 2020-2024

98,00
96,00 96,41
94,00
92,00
90,00

88,00

86,00

84,00
82,00

80,00
2020 2021 2022 2023 2024
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Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan
kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2024 pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
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BABV

KESIMPULAN
Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Juli hingga
Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

e Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo secara umum mencerminkan
tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 96,44. Nilai SKM Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan
publik dari tahun 2020 hingga 2024.

e Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas

perbaikan yaitu waktu pelayanan, prosedur serta persyaratan layanan.

e Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu perilaku
pelaksanaan mendapat nilai 3,95, penanganan pengaduan mendapat nilai
3,93 dan kompetensi pelaksanaan mendapatkan nilai 3,91 dari unsur layanan.

Purworejo, 9 Desember 2025

Kepala | Dmas Penanaman Modal dan
adu Satu Pintu
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LAMPIRAN

1. Kuesioner Si lda
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[Rgr— Jamaban
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2. Hasil Olah Data SKM

PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN

UNIT PELAYANAN

DAN PER UNSUR PELAYANAN
JULI s/d DESEMBER

TAHUN 2025

DINAS PMPTSP KABUPATEN PURWOREJO

ALAMAT JI. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111
Tip/Fax. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202
NO. RESP NILAI UNSUR PELAYANAN HASIL
U1 U2 U3 U4 us U6 u7 us U9

1 2 3 B 5 6 7 8 9 10 11
1 3 3 e 3 4 3 4 - 4 3,56
2 4 2 4 4 4 4 4 B 4 4,00
3 - 2 4 4 4 4 4 < 4 4,00
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
) 3 3 3 3 3 4 & B 3 3.33
6 3 4 4 B = - 4 - - 3,89
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
8 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4,00
9 4 4 4 - 4 - 4 < 4 4,00
10 4 4 4 4 & 4 & 4 4 4,00
11 3 3 < < 4 = < B 4 3,78
12 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3,89
13 & 4 4 4 & - 4 - 4 4,00
14 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3,89
15 4 4 - 4 4 3 4 4 s 3,89
16 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3.11
17 & 4 3 3 4 4 3 1 S 3,33
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18

3,89

19

3,78

20

4,00

21

3,89

22

3,78

23

3,78

24

4,00

25

4,00

26

4,00

27

4,00

28

4,00

29

4,00

30

3,56

31

4,00

32

4,00

33

3,78

34

4,00

35

3,56

36

3,56

37

3,89

38

4,00

39

4,00

40

4,00

41

4,00

42

3,67
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3,56

3,89

3,89

3,89

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,78

4,00

4,00

4,00

4,00

3,22

3,89

4,00

3,89

4,00

3,33

4,00

3,44

4,00

3,67

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

65

66

67

18



68

3,78

69

4,00

70

4,00

71

344

2

4,00

73

4,00

74

344

75

4,00

76

4,00

i

3,89

78

3,11

79

3,89

80

4,00

81

3,78

82

3,89

83

3,89

84

4,00

85

4,00

86

3,89

87

3,78

88

4,00

89

4,00

90

4,00

91

3,78

92

3,56
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93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
94 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3,89
95 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3,44
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 400
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 400
98 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3,67
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 400
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 400
103 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3,89
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 400
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
106 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3,67
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 400
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 400
T 417 416 414 419 419 426 431 428 418
Nilai’lUnsur
NRR / 3,83 3,82 3,80 3,84 3,84 3,91 3,95 3,93 3,83
Unsur
NRR 0,425 | 0,424 | 0,422 | 0,427 | 0,427 | 0,434 | 0,439 | 0,436 | 0,426 *)
Tertimbang
Unsur 3,858
**)
96,44

IKM Unit pelayanan
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Keterangan :

-U1sd. U9
-NRR
- IKM
-%
)

NRR Per Unsur

NRR tertimbang

per unsur

= Unsur-Unsur pelayanan
= Nilai rata-rata

= Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah NRR IKM tertimbang

Jumlah NRR Tertimbang x 25

Jumlah nilai per unsur dibagi

Jumlah kuesioner yang terisi

= NRR per unsur x 0,111

NILAI
No. UNSUR PELAYANAN | RATA-

RATA
U1 Persyaratan 3,83
U2 Prosedur 35%
U3 Waktu Pelayanan 3,80
U4 | Biaya 3,84
us Produk Layanan R4
ué Kompetensi Pelaksanaa 3,91
u7 Perilaku Pelaksanaan 3,95
us Penanganan Pengaduan 393
u9 Sarana Prasaran 3,83

IKM UNIT PELAYANAN :

96,44

Mutu Pelayanan :
A (Sangat Baik)
B (Baik)

C (Kurang Baik)
D (Tidak Baik)

- 88,31 - 00,00
. 76,61 - 88,30
65,00 - 75,60
: 25,00 - 64,99

Purworejo, 9 Desember 2025

s Penanaman Modal dan

mngudé
23199403 1 005
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3. Tabel Mutu Pelayanan

LAMPIRAN

INDEK KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO SEMESTER |

PERIODE JULI S/D DESEMBER TAHUN 2025

TABEL MUTU PELAYANAN

INDEK KEPUASAN MASYARKAT (IKM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO
JULI S/D DESEMBER

TAHUN 2025
NILAI IKM NAMA LAYANAN PELAYANAN PERIZINAN
JUMLAH : 109 ORANG
JENIS
KELAMIN :L =64 ORANG / P = 45 ORANG
96-44 PENDIDIKAN : SMA KEBAWAH =51 ORANG
: DIPLOMA =17 ORANG
- SARJANA =28 ORANG
: PASCA SARJANA KEATAS =13 ORANG
PERIODE SURVEI : 01/07/2025 - 05/12/2025

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASAYARAKAT

Purworejo, 9 Desember 2025

DA &0 SH
uda/ Ve

——
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4. SK Tim Survei Kepuasan Masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A Prosdaneas: No 02 Kabupasn Pucactee Jwam Tacgat Knde Fos 54111

Tedepon (0275] 20202 Fadmmele ((275) 320207

Lamao Mg e prgta) purscrepreat go o Poss Sngonpbo i iurworesckont 9o 6

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MCOAL
JAN FELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJQ

NOMOR RO [ 00k 2025

TENTANG

PEMBENTUMAN TIM PELAXSANA SURVE! KEPUASAN MASYARAKAT

LEPALA DINAS PENAKAMAN MODAL DAN PELAYARAN TERPADU SATYU PINTU

Menimbang

Wangngat

KABUFATEN PURWOREJO

a banhwa umiuk meslaksarakan kelentuan pasal v avat (1)

1

Persturan Menlent Pendayagunasan Apsratur hegara  dan
Refcemasi Srckrasi Nomee 14 Tahun 2017 tertang Pedoman
Fenyusunan Survey Kepuasar Masyarakat Unt Penyelenggara
Peayaran Subiik, paru menetapkan Keputusan Kepala [inas
tentang Ten Pelavsana Sune Kapuasan Masyaraxat Dinas
Pananaman Mocal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinty
Kabunaten Puraeo,

> babwa  Lerdasarkan perimbangan wstagamans  dmaksuod

calam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
tentang Pembertukan Tem Pelaksana  Surver  Kepuasan
Masyaraxat

Urdang-Urdang Nomar 13 Tahun 1950 entang Pembentukan
Daargh-gaarah Aabupaten Dalam Lingkungan Propens Jawa
Tengah

Uncang- Undang Nemaor 25 Tahun 2008 tereang Pelayanan Subik
(Lembaran Negara Sepubik indonesia Takun 200% Nomor 127
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomar 5038)
Uncang-Urdang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemenntahan
Daer ah (Lardaran Negara Repudik Indonasa Tatun 2014 MNomar
244 Tarbanan Lembarar NeQara Repuriv Irdonesia Nomor
5587) sebagarnany weian betwrand bal ciuban, terakne dengan
Jrdang Undang Nomoe 6 Tahun 2021 tertang Penetapan
Paraturan Ferenntah Pegjart Undang-Undarg Nomaor 2 Tahun
2027 wertang Copta Keja mengaa Undang Urdang (Lembaran
Negara Repubik Ingonesa Tahur 2020 Nomer 4° Tambahan
Leraran MNeagara Repubsin Ingonasa Nomor 6856)

Pargturan Pemenrtah Nomoe 98 Tahun 20°7  termtang
Pelarsanasn Unoang-Jrdang Nomoe 25 Tahun 2006 tentarg
Pelayanan Pubik (Lembaran Negaa Republk Indonesa Tahun
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Menetapikan
KESATU

KEDUA

KETIGA

2012 womee 275, Tamtahar Lembaran Negarm  Repubiic
indoness Nomor 5387

5 Persturan Presiden Nomor 97 Tahun 2074 tertang
Peryslerggaraan Peleysnan Terpadu Sety Pty (Lembaran
Nesgara Republic indorsssa Tabwn 2014 Nomore 208)

£ Peraturan Mersen Dalam Nageri Nomor 138 Tanur 2017 tentang
Peryelerggaraar Palyyanan Terpadu Setu Pty Daerah (Berta
Negara Republic Indonesia Tabun 2017 Nomor 1856)

7. Peraturan Menien Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomar 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Urit Penyelenggans
Pelayanan Pubik (Berta Negara Repubtiik indonesia Tahun
2017 Nomor 708);

8 Peraturan Daerah Kabupaten Purewireqo Nomor 4 Tahun 2021
lentang  Pembertusan dan  Susunan  Perangiata  Daswah
Kabupatenn Purworeio (embaran Daerah Ksbupaten Sunworen
Tahun 2021 nare 4),

8 Peraluran Daerah Kabupsten Purworggo Nomor 12 Tahun 2019
lertang  Penyelenggarsan  Petayanaan Terpadu Satu Pty
{Lembaran Daerah Katupaten Purworeo Tahun 2018 Nomer 12,
Tambahan Lembaran Dasrah Kabupaten Puracreio Nomar 12}

10 Peraturan Bupatl Purworeio Nomor §7 Tahun 2021 Tertang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sena Tata
Keja Dinas Peranaman Modal dan Pefayanan Terpadu Satu
Finty Ksbupaten Puratesio)

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Pelaksana Survel Kepuasan Masyarakat di
Lngkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purworeje  dengan  susunan  keanggcotaan
SEDagaIMana lercantum datsm Lampran yang merupakan bagian
ticak terpesahikan dengan Keputusan ini

Tim sedagaimana dimaksyd dalam Dicum KESATU mempunyai

tgas

a  melakukan parancanaan, pérsapan, pelaksanaan pengoiahan
cata dan penyajian hasil surves,

b melakukan koordinass  dengan  pihak  terkat  terhadap
peiaksanasn survel dan

€ melasporkan hasl pelaksaraan surve kepads Kepsa Dinas
Penanamar Modal dan Pelayanan Terpadu Sawu Patuy
Katupaten Purworejo

Dalam mefaksanavan tugas Ten Pelaksana Swrved sedagaimans
dimaksuc dalam Diktum KESATU bertanggung jawsb kepada
Kepala Dings Pemanaman Mocal dan Pelayanan Terpadu Satu Pty
Kabupaten Purworejo
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KETGA Segala biaya yang »mbu Sedaga akibat dintapkannya <oputusan
in dibebarkan paga Anggaran Pendapatan dan Betanja Dascah
<atupaten Purworeyo

KEEMPAT reputusan in mula beriacy pada tanggal ditetapkan

[xtatapran dl Furworeo
padatanggal 3  Januan 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
- DA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
L KABUPATENR PURWOREJO
o Bl
XS e
o\ < s i
GAYRDT BUPRAPTO S #
Pembit:a Utarma Muda / Ve
NIP 19681223 169403 1 005
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LAMPIRAN

KEFUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERFADU SATU
PINTU KABUPATEN PURWORELQ

NOMOR  &c0  / ook /2028

TENTANG

PEMBENTUKAN TiIM PELAKSANA SURVE!
KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
FELAYANAN TERPADU SATU FINTU
KABUPATEN PURWOREJOD.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SURVE! KEPUASAN MASYARAKAT
O LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWOREJO
NO NAMANIP JABATAN DALAM CINAS | KEOUDUKAN
DALAM TIM
1 GATHOT SUPRAPTO S H Wopala DPMPTSP  Kabupaten Penanggung
NiP 0661223 195403 1 005 Purworesn Jxwab

T2 DM RISTYOWATI SH MAP | Sekretars Oinas  OPMPTSP  Ketus
NI 18670606 199803 2 001 Katupaten Purwore

3 ISMAERTANTLSE Kasubbag Umum CPMPTSP  Sekretans
NP 19880226 201001 2 012 | Kabupaten Putwarejo

| 4 ESKANUGRAHENI A Mo | Pergeiols Ockumen Perzingn  Anggots |
N 16820506 201406 2 004 DPWE TSP Kabupaten Purworen. {

NP 15821042 01001 1 022 DPMPTSP Kabupalen Putworen {

T B YUNITA PUTRI HANDAYANI | Pargeiols Kersssma Penanaman  Anggata ‘
A Md Moty DPMPTSP  Kabupaten
NP 16670815 2020122002 | Purworsjo

e AR R T T R T
NP 1G781006 202421 1 005 | DPMPTSP Kabupaten Purweren

R MARIYAM FERIVATI A W Tenaga  Adminsirss:  pada A naata
OPNMOT P wabupaten Purworeo




KEDUDURAN
JMEBATAN DALAN DTaNAS OBl AM T

NO NAMAN 2
1] 2 3 : ¢
9  LANCARYAFRASTOWD SF | Teaags Adminisiras pata Anggots
DERPTEE Kabupaten Purworep

i Tanags Admrinsirees pads Anggots

10 TITUR SUBKHAN S oer
OPNPT S Kabupaten Purweorey

KEPALA DINAS PENANAMAN MOOAL DAN

GAMMST SURPRAPTO, €
Pombira Utama Muda ( Ve
NP 10861223 196403 1 005



Berita Acara Forum Konsultasi Publik

LAMPIRAN ' BERITA ACARA FP 20025
PEMFERINTAK KABUPATEN PURWOSRF O

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jaten Prokhamaw Yo 0 Puneoresc Jass Terge® Kode pos 44117
Tedopon (0275 320200 Faegarsle 278 12520

ATAT  WAW Arprrpten rurworssobal oo o Vo :"("“,‘Il‘lst'-n'M'fﬂJ“.‘:"J"‘ |

BERITA ACARA HAS L FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
OINAS PENANAMAN MODAL DAN FELAYARAN TERPADY SATU PINTL

“ABUPATEN FURWOREJQO

Pada narn mu Kams 123 Fabrgan 2025 welah digvsarawan Forum Konsullas
~ablin Dinas FParanaman Moda dan Pelayaran Terpadu Satu Pintu <abupaten

Suractes Berdasarean hasi cskusi dan sepulusan besama menyalakan sebaga

Dot
Usulan Rekomendasi Jangka Waktu
NO identifikasi Masalah )
Perbaikan Penyelesaan
! Unsur Sarana Prasarana FKonrdne., deram [ eerban (Wiewhee 303C
{Smtem penznan) Chs b bo Chajonat )
2 \Unsuw Persyaratan v, SE/ U9 e (lerererar 305%
Pelayanan Pvnnma Suanee
- LTS
SOP pelum begity jalas) 1 itop 9ea & WP =

T (pmy) THan || TN L
¢ e Srlw ™ A

“.l'r ¥
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Demivan berta acara irs c:buat sebagaimana mestirya

Purmortao *3 Fabryar 2026

JENIS KELAMEN TANDA
Mo MNAMA & NO P PERNAKILAN
(LP) TANWCAN
! F g

Jaka (do rlaweg L JPRD f
“Tudba Aci Guragr ! DPRD /

Yan Any, P BagperiBa R%

=
0T Avabiuag

™

Rdi S éng
! | M “\ /’/
Nugraben N b Brgen OW"'”//';;W
Yltctra dlam N - \ntosoma (?f}'x"‘;

vepaia Dyas Penanaman Moda dan
Pelayan r Terpady Satu Pintu
Kabupatgn Puracreo

Gashot S[J:umo SH

Pambna Utama KMuds (TViC)
MNIP 16651223 160403 1 005
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TANDA
TANGAN

“{eapala (dnas Fenanaman Mocal Dan
Selayanan Terpadu Satu Pintu

“abupaten Puracreo

Gamhot Suprapio S H

Pembina Ltama Muda

NP 19661223 198403 1 005
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AMPIRAN 1T SU T UNDANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




SUSUNAN ACARA

FORUM PERANGKAT DALRAM DINAS DPMPTSF DAN

FORUM KONNSULTASI PUBLIK

WAKTU KEGIATAN

KAMIS 6 FEBRUAR) 2022

11004330 Heqistas & Wabkao Siardg
'3 30-1345 “embuksar
1454 0) Sambutan kom0 JPRO
‘4 0)- 14 15 Samtuzsn Kepaln Bapoenta
41515 1% Fgnyampaar Mater San Disalk
1515 33 Penacraatanganan Berta Ay a & Feratupa

KETERANGAN

Hardtin

Farsha

Hetua Komis !

Kab FPunwsrex

Kepal Haprersla

Kepata TPMPTS

Fanha

OPRO

L
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6. Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat

Periode Januari s/d Juni

Tahun 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2025
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik
yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari
pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini
juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik
yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur
dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik
nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat
dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik.
Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan

Bublik Qurver Hapuasan Masyarakat marupakan kamatan panaukuran asam

komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan

yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk
mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara
pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piintu Kabupaten
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Purworejo perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses
continuous improvement dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan

pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.
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BAB Il
DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Piintu Kabupaten Purworejo periode Januari s/d Juni 2025
menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti
dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Januari s/d Juni 2025

No Unsur IKM Mutu Layanan
1 Persyaratan 3,90 Sangat Baik
2 | Sistem, Mekanisme, dan Sangat Baik

3,86
Prosedur
3 | Waktu Penyelesaian 3.77 Sangat Baik
4 Biaya/Tarif 3,90 Sangat Baik
5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis 383 Sangat Baik
Pelayanan '
6 | Kompetensi Pelaksana 3,84 Sangat Baik
7 | Perilaku Pelaksana 3,89 Sangat Baik
8 Penanganan Pengaduan, Sangat Baik
3,93
Saran, dan Masukan
9 | Sarana dan Prasarana 3,82 Sangat Baik

Berdasarkan keseluruhan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan kepada
masyarakat yang diberikan oleh DPMPTSP telah dilaksanakan dengan baik. Jika
diambil nilai rerata dari kesembilan komponen di atas, diperoleh nilai indeks kepuasan
masyarakat dengan predikat “Sangat Baik” pada angka 96.42.
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Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

Waktu
No Prioritas Program/ Penanggung
Unsur Kegiatan ™W | TW Jawab
2 3
1 Sarana 1.1 Koordinasi Sekretariat
Prasarana dengan OPD teknis DPMPTSP dan
yang menangani DINKOMINFOS
terkait jaringan TASANDI
website Si lda
2 Persyaratan 2.1 Sosialisasi Sekretariat
Pelayanan SP/SOP kepada DPMPTSP
pengguna layanan
2.2 SP/SOP Sekretariat
disediakan di meja DPMPTSP

masing-masing
gerai
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BAB Il

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

AP L Deskripsi Tindak Lanjut Dok tasi Tant /
: , Telah eskripsi Tindak Lanju okumentasi antangan
o Rencana Tindak Lanjut Ditindaklanjuti (Mohon Dijabarkan) Kegiatan Hambatan
(Sudah/Belum)
1. Sarana 1.1 Koordinasi dengan Sudah 1.1 Melakukan koordinasi e
Prasarana OPD teknis yang dengan Diskominfostasandi -
menangani terkait terkait jaringan website Si Ida
jaringan website Si Ida
2. Persyaratan | 2.1 Sosialisasi SP/SOP Sudah 2.1 Melakukan sosialisasi
Pelayanan kepada pengguna SP/SOP kepada pengguna
layanan layanan melalui website resmi
dan media sosial DPMPTSP
2.2 SP/SOP disediakan di | Sudah 2.2 Melakukan koordinasi

meja masing-masing
gerai

dengan masaing-masing
pemangku gerai di MPP agar
menampilkan /menyediakan
SP/SOP layanan yang
diberikan
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dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Purworejo telah menindakianjuti rencana tindak lanjut
sebanyak 100%.

2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun

berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi

yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong

diimplementasikannya RTL antara lain:

Strategi . Target Waktu | Penanggung Stakeholder
No RTL Penyelesaian Penyelesaian Jawab Terkait
1 | 1.1 Koordinasi 1.1 Melakukan Desember Sekretariat DPMPTSP
dengan OPD koordinasi dengan | 2025 DINKOMINFOST
teknis yang Diskominfostasandi ASANDI
menangani
2 | 2.1 Sosialisasi 2.1 Melakukan Desember Sekretariat DPMPTSP
SP/SOP kepada | sosialisasi SP/SOP | 2025
pengguna kepada pengguna
layanan layanan melalui
website resmi dan
media sosial
DPMPTSP
2.2 SP/SOP 2.2 Melakukan Desember Sekretariat DPMPTSP
disediakan di koordinasi dengan | 2025 Gerai MPP
meja masing- masaing-masing
masing gerai pemangku gerai di

MPP agar




No

— Strategi Target Waktu | Penanggung Stakeholder
Penyelesaian Penyelesaian Jawab Terkait

menampilkan

/menyediakan
SP/SOP layanan

yang diberikan

Purworejo, 9 Desember 2025

Kepafd Dinas Penanaman Modal dan
/ Fetpadu Satu Pintu
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